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PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR ! 5 TAHUN 2013
TENTANG

, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS _
- BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
- Dl KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKALIS -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS |

M‘enim_‘bang, :f:...fa..; ’\bahwa berdasarkan Peraturan Daerah pasal 41 Nomor 13 tahun 2012
S - tentang Organisasi dan Tata Kerja: Inspektorat, Badan Perencanaan

B ‘;‘,perlu .untuk -mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Penzman L
c*,‘;_Terpadu di- Kecamatan | 3 , ,

: 7b.‘;}'bahwa berdasarkan pertnmbangan sebagalmana d|maksud dalam huruf

" Pelayanan Perlzman Terpadu di’ Kecamatan se Kabupaten Bengkahs S

A Menging'ati_ . 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang” Pembentukan Daerah
o Tengah (Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Tahun 1956 Nomor 25); -
X o Undang -Undang - Nomor 8- Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

o ,'_3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
- tentang Pokok- -pokok Kepegawaian Tahun 1999 (Lembaran Negara‘
_Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran"

= Negara Republlk Indonesna Nomor 3890) v
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun- 2004 tentang Pemermtahan
S 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Sl - sebagaimana telah diubah. beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Daerah (Lembaran Negara Republlk IndoneS|a ‘Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone5|a Nomor 4844) e

| 4". ﬁUndang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan' B
. antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah {Lembaran Negara

- Negara Repubhk Indone3|a Nomor 4438) ; |
| | | | et 7 _ 5 U‘n‘dahg-U}n‘dang |

. Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah maka dipandang .

a3, perlu menetapkan  Peraturan Bupati Bengkalis tentang Organisasi s
- dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman ‘Modal dan - -

- Otonom Kabupaten Dalam Llngkungan Daerah Provinsi Sumatera
" Kepegawaian (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 1974

" Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara- Republik Indonesia Nomor:

.. Daerah (Lembaran Negara Repubhk indonesia Tdhun 2004 Nomor- . :

" “Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua atas'
- Undang- Undang " Nomor .32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan . -

“‘7’Republlk Indonesia Tahun: 2004  Nomor 126, Tambahan Lembaran' |



. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang ;",‘Peléy‘an‘ahh' Publik
“(Lembaran Negara Republik .- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

'thndang-U;ndéhgy»"Nork‘no“r' 12 "_Téh;jn 2011 tentang  Pembentukan
~ Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

" Tahun 2011 ‘Nomor 82, Tambahan ‘Lembaran Negara Republik :

" Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah fN»(Srvno‘r’ 9 : Tahun | 2003 teh{ang Wewenang
“Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai =~ Negeri

- Sipil - (Lembaran . Negara . Republik ‘Indonesia ~ Tahun - 2003
- Nomor 15,7 Tambahan Lembaran Negara ‘Republik Indonesia

‘Nomor4263); . =~ -

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 -

'Nomor 140, Tambahan - Lembaran Negara ‘Republik  Indonesia -
Nomor 4578); ’ S BT L T »

9. Peratura’ri - Pemerintéh ”Norfnbrf;’79’_ 'Téhuh r20b‘5 ‘tentang  Pedoman

' Pembinaan dan - Pengawasan  Penyelenggaraan - Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik ~Indonesia Tahun 2005

 Nomor 165,  Tambahan ~ Lembaran Negara Republik Indonesia -

- 10.

Nomor 8593); ~ =

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

‘Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah, Pemerintahan - - Daerah

 Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

11,

 Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia N_Omor4737); G NI ~

'P’wer“afurérzlk Pemerihtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi SR

" Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 89, Tambahan
~ Nomor 4741); T

2.

13,

Lembaran Negara Republik “Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia No'mof 27 Tahun 2009 tentahg |

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman; R

Per_aturavr‘i Mén’te'ri:‘ DélamkNéger’i:Repub‘lik Indonesia. Nomor 20 Tahun
2008 tentang :’Pedomanﬂo_rganisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan

' Perizinan Terpadu;

14,

Peraturan Daerah Nomor 07 Téhu'h‘2,00:8‘tentang",Pehyelenggaréan

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah

 Kabupaten Bengkalis Tahun 12008 Nomor 07)

15.Peraturan .....




Menetapkan

15

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja - ‘Inspektorat, Badan Perencanaan

“Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

.:,;»Bengkalls (Lembaran. Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2012.
,Nomor 02); : \

16,

:Peraturan Bupatl Bengkahs Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi serta Rincian. Tugas Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu- Kabupaten Bengkalis (Benta Daerah o

o Kabupaten Bengkahs Tahun 2012 Nomor 58)

MEMUTUSKAN

e ,PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG ORGANISAS| DAN TATA '
- KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PE{RIZINAN TERPADU DI KECAMATAN SE-KABUPATEN -

BENGKALIS

: BABI
KETENTUAN UMUM :
Pasal1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan

. Bupatl adalah Bupatu Bengkalls

‘Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu“

Kabupaten Bengkahs

fKepaIa Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalls

‘Kecamatan adalah wnlayah kerja camat sebaga| perangkat daerah

Kabupaten Bengkahs :

E Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknls Badan Penanaman k

“Modal dan Pelayanan Penzman Terpadu Kabupaten Bengkalls dl'

, kecamatan

Kepala Unit Pelaksana Teknls ada|ah Kepala Unlt Pelaksana Teknls

~Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten -
Bengkalis di Kecamatan : ' .

Kelompok jabatan fungsmnal adalah pegawal negeri S|p|I yang dlberl hak _
dan ‘wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesual
dengan bidang keahhannya masmg masing.




BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasa|2 |

: (1) Unlt Pelaksana Teknls adalah pelaksana sebaglan tugas dan fungs{ o
‘Badan - Penanaman Modal dan Pelayanan Penzunan Terpadu di
Kecamatan - ; = PR -

- (2) Unlt Pelaksana Teknls dlplmpln oleh seorang kepala yang berada dl'
, bawah dan’ bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara
operasmnal berkoordmasu dengan camat :

Pasal3

% Unlt Pelaksana Teknls sebagalmana di maksud pada pasal 2 ayat (1)
terdiri dari : G e : | '

a Unlt Pelaksana Teknls Badan Penanaman Modal dan Pelayanan :
= _Perlzman Terpadu Kecamatan Mandau, berkedudukan di Duri, wilayah
- kerjanya mehputl Kecamatan Mandau dan Kecamatan Plngglr

b. ’Unlt Pelaksana Tekms Badan Penanaman Modal dan- Pelayanan.
.,‘iPenzunan Terpadu Kecamatan Bukit Batu, berkedudukan di Sungai

, ,‘Paknlng, W|Iayah kerjanya mehputl Kecamatan Buklt Batu dan
e Kecamatan Slak Kecn dan

c.}gUmt Pelaksana Teknls Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

- Perizinan Terpadu Kecamatan Rupat Utara berkedudukan di Tanjung

. .» Medang  wilayah kerjanya mellputl Kecamatan Rupat Utara dan
L Kecamatan Rupat

Pasa|4

Unlt Pelaksana Teknls dlmaksud pada pasal 3 mempunyal tugas dan
R funQSI melaksanakan 'sebagian tugao dan fun931 Badan dengan WIIayah
L ’kerja satu atau beberapa kecamatan

BAB III
SUSUNAN ORGANISA“I
Pasal 5

|  (1) Susunan Organlsa3| Unlt Pelakaana Teknls terdm darl
Kepala
i b Kepala Sub Baglan Tata Usuha

C. Petugas ......




| C. - Petugas Pelaksana Urusan Kerjasama dan Promosn Penanaman ,
Modal o :

- od. _Petugas Pelaksana Urusan Pelayanan Penanaman Modal

e Petugas | Pelaksana Urusan Pelayanan Penzman dan Non
Lo }‘Penzman L -

‘ f Petugas Pelaksana Urusan Pengelolaan Pelayanan dan Slstem o |
jlnforma5| dan :

g. -Kelompokjabatan fungsmnal

'(2) Bagan Susunan Organisasi- Unlt Pelaksana Teknis sebagalmana

a.

~ ‘dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai. dengan . ketentuan dan
'peraturan perundang undangan yang berlaku;

° tercantum pada Iamplran Peraturan Bupatl |n| merupakan bagian yang ,
tldak terplsahkan o . ,

' BABIV

TUGAS POKOK.
o ‘P'asawl 67

| Kepala Unlt Pelaksana Teknls mempunyal tugas

Melakukan penghlmpunan data’ di bldang Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu d: wilayah kecamatan, sebagai ‘bahan
masukan dalam penyusunan program kerja Badan Penanaman Modal

Melakukan Kerjasama PromOS| dan Pelayanan Penanaman Modal

vMeIakukan Pelayanan Penznnan dan Non Penzman

"Melakukan Pengelolaan Pelayanan dan Slstem lnformas1 dan ‘

| ‘Melaksanakan tugas Ialn yang dlben!\an oleh Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Sub Bagnan Tata Usaha mempunyau tugas
;}Melaksanakan evaluaS| dan pelaporan

Melakukan pengelolaan surat—menyurat dan kear5|pan

Melakukan , pengelolaan‘;. ,nadmlnl:straSI keuangan dan penataan,
aset; ERCEE R ' ' : :

d Melaksanakan




"d-

e, Melaksanakan tugas laln yang dlbenkan oleh Kepala Unlt Pelaksana o

Sns

Mélaksanakah} e adminisfraSi'k‘?kepegawaian,f: rumah - tangga - dan

humas dan

Teknls

Pasal 8

’_Petugas Pelaksana Urusan Kerjasam't dan Prom05| Penanaman Modal

o mempunyal tugas

Membantu mengumpulkan dan menganallsa data d|b|dang Kerjasama
dan Promosi Penanaman Modal : o

; Membantu menynapkan bahan petunjuk teknls dlbldang Kerjasama danf L

= Prom08| Penanaman Modal

;_Membantu penylapan Materl PromOSI dan pelaksanaan PromosL'
__Penanaman Modal , ek - -

,Membantu n1elaksana.<an koordmasn dengan mstanSI terkaxt lembaga -
kemasyarakatan dan Iembaga lainnya yang ~ada kaitannya -dengan -
< “kegiatan, .dan . pelaksanaan kerjasama dan promos: penanaman
;jmodal dan. ERRNE TS , , B

..L:‘Melaksanakan tugas-tugas Iam yang dlbenkan oleh Kepala Unlt"* ‘
f*PeIaksana Teknla ok o , : . .

Pasal 9 5

Petugas Pelaksana Urusan Pelayanan Penanaman Modal mempunya| : -

tugas :

wa.

5Membantu mengumpulkan dan menganallsa data d|b|dang Pelayanan
»-Penanaman Modal; - % TR 3 : o

;’Membantu menylapkan bahan petunjuk teknls dlbldang Pelayanan_f
‘_Penanaman Modal ’ : L e

fMembantu malalfsanakan pemblnaan dan penyelenggaraan Pelayanan
’;Penanaman Modal; ‘ L , D

C Membantu calam menanganl pengaduan tentang S|stem pelayanan S
- perlzman dan non penznnan % i ; ; S

r.Membantu mela! sanakan kOOl’dInaSl dehgan |nstanS| terkait,_}
“lembaga kemasyarakatan dan lembaga . Ialnnya yang @ ada
“kaitannya dengan - keglatan ~dan pelaksanaan Pelayanan
“Penanaman Modal; dan o e :

Ot Mélaks;anakan L




f Melaksanakan tugas lugas lam yang dlbenkan oleh Kepala Unlt
Pelaksana Tekms ‘ : : :

Pasal 10

Petugas PeIaksana Urusan Pelayanan Penzman dan Non Penzman
‘mempunyal tugas :

: a. Membantu mengumpulkan dan menganahsa data dlbldang Pelayanan‘
‘ Penzman dan Non Penzman B , \ e

b.fMembantu menylapkan bahan petunjuk teknls dlbldang Pelayanan"'v
. ‘Penzman dan Non Penzman ‘

’ c. Membantu melal\sanakan koordlna5| bersama tlm teknis dengan '
B ‘-|nstan5| terkait dalam proses pelayanan penzman dan non’
5 'Penzman e R : :

od. '»Membantu melaksanakan pemprosesan pelayanan admmlstraS|
s penzman dan non Penzman dan ' : '

e. Melaksanakan tugas tugas lam yang dtbenkan oleh Kepala Unlt"'

| Pelaksana Tekms

Pasal11

Pétugaé”Pe'laksana Ur}u san Pengelolaan Pelayanan dan Slstem InformaSI
' mempunyal tugas i T :

‘a. Membantu mengumpulkan dan;‘f ménganalisa"kir “data; dibidang
' Pengelolaan Pelayanan dan Slstem lnformaSI v

bg Membantu menylapkan bahan petunjuk tekms dabldang Pengelolaan
- "Pelayanan dan Slstem InformaS| : o

.G Membantu melakscznakan pengelolaan pelayanan dan penyusunan
" rencana peningkatan mutu pelayanan serta pengembangan pelayanan
dan sarana prasarana pelayanan

d. ‘Membantu da.am pembenan mformasn tentang “sistem pelayanan
' perlzman dan non perlzman dan dokumenta3| S|stem pelayanan

€. ‘Membantu melakoanakan pemblnaan ‘dan penyelenggaraan‘ ‘
e Pelayanan Slstem InformaSI : :

f. Membantu melaksanakan koordnnasn dengan mstansn terkalt lembaga -

}kemasyarakatan dan lembaga- lainnya yang ada kaitannya dengan
keglatan dan pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal; dan

. g M_elaksanakan e




g. Melaksanakan tugcstugas |a|n yang dlbenkan oleh Kepala Unlt
PelaksanaTekms N : :

Pasa|12

'Kelompok Jabatan fungsmnal mempunya| tugas melaksanakan tugas khusus
sesuai bldang keahlian dan kebutuhan ‘ :

BABV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal13

- Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub’ Baglan Tata Usaha dlangkat :
dan dlberhentlkan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

. BABVI | |
P’EMPIAYAAN.“:*
‘ Pasal14 o . _
Pemblayaan Umt Pelaksana Teknls dlbebankan pada APBD Kabupaten

. Bengkalis dan sumber dana lain- sesual dengan peraturan perundang-.
o undangan yang berlaku.

‘BAB VI
TATA KERJA
Pcsal15

~Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub
Bagian Tata Usaha dan Petugas Pelaksana Wajlb melaksanakan prinsip
: koordlnaS| mtegrasn dan smkromsasn

BAB vl
KETFNTUAN PERALlHAN
)ti“ral 16

Dengan berlakunya Pe raturan Bupatl ini, maka segala ketentuan yang
mengatur hal yang sama ‘dan._atau bertentangan dengan Peraturan ini

dlnyatakan tldak berlaku




. BABIX x
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

: Hal- hal yang belum dlatur dalam Peraturan Bupatl ini akan dlatur lebih lanjut
“'oleh Bupatl ’ '

/ Py o Paéal 18 '
'Peraturan Bupatl |n| mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

g Agar setl_ap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan
~ Peraturan  Bupati ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah ;
: Kabupaten Bengkal:s

Dltetakan dl Bengkahs

: Dlundangkan di Bengkalls

~ ‘padglansgal /4 AMARET Do)
T ﬁ K4 202
- TARIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS

‘ TAHUN 2013 NOMOR /5




 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA

TEKNIS BADAN . PENANAMAN MODAL DAN -
PELAYANAN PERIZINAN T

BENGKALIS .

ERPADU - KABUPATEN

_ LAMPIRAN

- TANGGAL :

" PERATURAN BUPATI BENGKALIS
1T YARVNY  goi3

NOMOR

 KEPALA

KELOMPOK - -

- JAB. FUNGSIONAL

~ KEPALA SUB
BAGIAN TATA

\4 waAreT 3013

~ USAHA

_PETUGAS
PELAKSANA URUSAN
KERJASAMA DAN

PROMOS|

PENANAMAN
. MODAL

PETUGAS

PELAKSANA URUSAN
 PELAYANAN -

" PENANAMAN

" MODAL -

PETUGAS

" PELAKSANA URUSAN

PELAYANAN

. -PERIZINAN DAN " &
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* PELAKSANA URUS:

- FELAYANAN DA

PETUGAS
- PENGELOLAAN

~SISTEM
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